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Disiplin Aparatur Sipil Negara di Kelurahan Sumberrejo 
Sejahtera, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung merupakan 
sebuah kunci keberhasilan pemerintah dalam keberhasilan kerja, 
baik dalam hal kinerja aparatur, waktu kerja pegawai sampai kepada 
pelayanan yang diberikan kepada masyarakat melalui unit kerja. 
Sebelumnya hal tersebut belum secara optimal diterapkan di instansi 
tersebut. Disiplin aparatur sipil negara menjadi salah satu langkah 
yang diambil Kelurahan Sumberrejo Sejahtera dari awal pemekaran 
sampai sekarang. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk 
menjawab rumusan masalah yaitu : (1) Bagaimana hukum Islam dan 
hukum Positif memandang disiplin ASN dalam upaya pelayanan 
masyarakat pasca pemekaran wilayah. (2) Bagaimana UU ASN 
Mengatur Etika dan Perilaku Disiplin ASN dalam Upaya Pelayanan 
Masyarakat Pasca Pemekaran Wilayah?. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan 
metode Kualitatif  atau penelitian yang datanya langsung diperoleh 
dari lapangan, yaitu data yang langsung didapat  dari sumber 
pertama dalam hal ini adalah para Aparatur Sipil Negara (ASN) 
yang bekerja di lingkungan instansi Kelurahan Sumberrejo 
Sejahtera, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung. Instrumen 
yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara dan observasi 
yang dilakukan kepada seluruh populasi yang menjadi sampel 
penelitian yaitu : Seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja 
di kelurahan Sumberrejo Sejahtera berjumlah 6 orang. 
Hasil penelitian ini berupa : (1) Pegawai masih belum 
mengoptimalkan kinerjanya sehingga belum dapat mengembangkan 
kariernya sebagai aparatur sipil (ASN) negara yang kreatif dan 
inovatif, 2. Masih ditemukan pegawai yang belum memperhatikan 
waktu kehadirannya untuk pengoptimalan kerja dan kelancaran jam 
oprasional di kelurahan, 3. Pegawai masih ada yang meninggalkan 
ibadahnya untuk shalat pada saat diberikan waktu istirahat kerja, 4. 
Pegawai sudah menerapkan sistem pelayanan prima bagi 
masyarakat yaitu pelayanan yang cepat, tepat, akurat dan mudah 
untuk meningkatkan keparcayaan masyarakat terhadap kinerja 
pemerintah, dan 5. Sudah pernah terjadi hukuman disiplin yang 
dilakukan yang membuat jabatan Lurah diisi oleh Camat selaku Plt 
untuk kelurahan Sumberrejo Sejahtera. (2) Undang-Undang Nomor 
5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara telah mengatur sikap 
disiplin ASN dengan pelaksanaannya menurut Peraturan Pemerintah 
Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara yang 
iii 
 
mengatur etika dan perilaku atau dalam hukum Islam disebut Adab 
dalam pelayanan masyarakat. Peraturan perundang-undangan ini 
berlaku sejak pasca pemekaran wilayah kelurahan yang diatur dalam 
Peraturan Daerah Nomor  12 Tahun 2012 Tentang Penataan dan 
Pembentukan Kelurahan dan Kecamatan Kota Bandar Lampung, 
sehingga peraturan ini mengikat dan patut ditaati oleh pegawai 
negeri sipil yang bekerja di kelurahan ini baik pasca pemekaran 
sampai dengan sekarang selama peraturan perundang-undangan 
tersebut diberlakukan. 
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A. Penegasan Judul 
Untuk lebih mudah memahami terkait dengan judul skripsi 
ini, agar tidak menimbulkan kekeliruan dan kesalahpahaman 
maka terlebih dahulu akan dijelaskan secara singkat istilah-
istilah yang akan muncul dalam skripsi ini yang berjudul 
“Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Disiplin 
Aparatur Sipil Negara (ASN)”. Istilah-istilah pada judul yang 
akan dijelaskan, sebagai berikut : 
1. Hukum Islam 
Hukum Islam disini lebih mengarah kepada Fiqh Siyasah 
yaitu seperangkat ilmu yang mempelajari peraturan umat dan 
negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijakan 
pemerintah berdasarkan wahyu Allah dan sunah Rasul tentang 




2. Hukum Positif 
Adalah hukum yang ditetapkan oleh penguasa yang 
berwenang atau berdaulat, yang diterapkan dalam masyarakat 
pada tempat dan waktu tertentu yang dilengkapi dengan sanksi 
yang dapat dipaksakan oleh penguasa bila hukum positif itu 
dilanggar.
2
 Dasar yang akan muncul ada pada Undang-Undang 
Nomor : 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan 
pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 53 
Tahun 2010 Tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara. 
3. Disiplin Aparatur Sipil Negara 
Disiplin adalah kataatan pada peraturan atau tata tertib atau 
sebuah perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang 
dipercaya sebagai tanggung jawabnya.
3
 Aparatur Sipil Negara 
yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai 
negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja 
                                                          
1 Amir Syarifuddin, “Ushul Fiqh” (Jakarta : Kencana Prenadamedia Grup, 
2014), Cet. Ke – 5, 6. 
2 A‟an Efendi, Freddy Poernomo, IG.NG. Indra S. Ranuh, “Teori Hukum” 
(Jakarta : Sinar Grafika, 2017), 65. 
3 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, "Kamus Bahasa Indonesia" 





yang bekerja pada instansi pemerintah.
4
 Maka Disiplin Aparatur 
Sipil Negara adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil (PNS) 
untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang 
ditentungan dalam peraturan perundang-undangan dan atau 
peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar 
dijatuhi hukuman disiplin.
5 
4. Pemekaran Wilayah 
Adalah sebuah istilah dalam pembentukan daerah dalam 
undang-undang, dimana terjadi pemecahan daerah yang 
membentuk suatu daerah baru dengan syarat : luas wilayah 
minimal, jumlah penduduk minimal, batasan wilayah, cakupan 




Jadi, berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa yang 
dimaksud dengan judul skripsi ini adalah meninjau Disiplin 
Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kelurahan Sumberrejo 
Sejahtera, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung, 
Lampung menurut ketentuan yang dimuat dalam Hukum Islam 
dan Hukum Positif. 
B. Latar Belakang Masalah 
Indonesia adalah negara yang menjalankan 
pemerintahannya dengan cara melimpahkan kewenangannya 
kepada pemerintahan di bawahnya untuk kemudian dijalankan 
oleh orang-orang yang disebut dengan Aparatur Sipil Negara 
(ASN) dalam upaya pelayanan masyarakat yang berkelanjutan. 
Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki Disiplin 
Aparatur Sipil Negara guna membatasi ASN dalam beretika dan 
berperilaku, sehingga upaya pelayanan masyarakat akan stabil 
dan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku.  
Terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, 
Disiplin Aparatur Sipil Negara menjadi faktor pendukung 
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keberhasilan kelancaran penyelenggaraan tugas dan 
penyelenggaraan nasional di Indonesia untuk mewujudkan 
masyarakat Civil/ Civil Society (istilah Hukum Positif) atau 
masyarakat Madani (istilah Hukum Islam) yaitu : suatu 
masyarakat yang mandiri, yang mampu mengisi ruang publik, 
sehingga mampu membatasi kekuasaan negara yang berlebih-
lebihan dengan berpegang pada hukum, demokratis, 
berkeadilan, bermoral dan berbudi pekerti luhur.
7
  
Peran Aparatur Sipil Negara sangat diperlukan sebagai abdi 
masyarakat yang mengupayakan pelayanan yang terbaik untuk 
masyarakat. Mengerahkan segala upaya yang mengarah kepada 
keadilan yang merata untuk semua kalangan dalam masyarakat 
berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 
pastinya.  
Keberhasilan sebuah negara dilihat dari kinerja Aparatur Sipil 
Negara yang menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik 
dalam upaya pelayanan masyarakat yang bertujuan pada 
kesejahteraan rakyat yang mendukung lahirnya demokrasi. 
Hukum Islam memandang perannya sangat penting 
terutama menjalankan Asas Keadilan, Asas Kejujuran, Asas 
Transparansi, Asas Bertanggung Jawab, dan Asas Amal Ma‟ruf 
Nahi Munkar. Bahkan di dalam Hukum Positif yang berlaku 
asas yang sama pentingnya dengan asas pada Hukum Islam bagi 
Disiplin Aparatur Sipil Negara, yaitu : Kepatian hukum, 
profesionalitas, proporsionalitas, keterpaduan, delegasi, 
netralitas, akuntabelitas, efektif dan efisien, keterbukaan, non-
diskriminatif, persatuan dan kesatuan, keadilan dan kesetaraan 
dan kesejahteraan
8
 dalam upaya pelayanan masyarakat agar 
semakin menjadi lebih baik lagi. 
Pemekaran wilayah yang terjadi sudah pasti akan 
menimbulkan sebuah pergeseran etika dan perilaku yang 
dimiliki seorang ASN, ini karena cakupan wilayah yang baru 
akan menuntut pelayanan masyarakat yang  jauh lebih baik dari 
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sebelumnya. Akan ada pendataan ulang masyarakat, pengaturan 
kembali program kerja bagi ASN dan semua ini 
menciptakanperubahan yang cukup besar bagi wilayah 
pemekaran. Maka, Disiplin Aparatur Sipil Negara harus cukup 
jitu dalam upaya pelayanan masyarakat. Sehingga tidak akan 
menimbulkan ketimpangan sosial dalam lingkungan 
masyarakat.  
Seorang Aparatur Sipil Negara adalah pemimpin bagi 
lingkungan instansinya dan juga masyarakat. Disiplin Aparatur 
Sipil Negara hadiri sebagai cerminan bagi keberhasilan 
penyelenggaraan tugas negara dan sebagai bentuk dari etos kerja 
bagi pegawai negeri sipil dalam upaya pelayanan masyarakat 
sehingga terwujunya Good and Clean Governance
9
 dengan 
prinsip-prinsipnya yaitu : Partisipasi, Rule of law (berbasis 
hukum), Transparency (keterbukaan), Orientasi konsensus, 
Equity (kesetaraan), Efektif dan Efisien, Akuntabel dan 
Responsif.   
Setiap lembaga dan proses penyelenggaraan pemerintahan 
dan pembangunan harus mencoba melayani setiap Stakeholders. 
Sesuai dengan asas responsif, setiap unsur pemerintah harus 
memiliki dua etika, yakni etika individual dan sosial kualifikasi 
etika individual menuntut pelaksanaan birokrasi pemerintah agar 
memiliki kriteria kapabilitas dan loyalitas profesional.  
Adapun etika sosial menuntut mereka agar memiliki 
sensitivitas terhadap berbagai kebutuhan publik. Ini karena 
Good and Clean Governance dapat terwujud secara maksimal 
jika ditopang oleh tiga unsur yang saling terkait : Unsur negara, 
Unsur swasta dam unsur masyarakat sipil. Termasuk di 
dalamnya peran Aparatur Sipil Negara. Kelurahan Sumberrejo 
Sejahtera adalah contoh pemekaran wilayah yang terjadi dalam 
lingkup Kecamatan Kemiling.  
Kelurahan tersebut harus menciptakan perubahan baru 
dengan tetap berpegang pada Disiplin Aparatur Sipil Negara 
dalam upaya pelayanan masyarakat agar masyarakat dapat 
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menjalankan perananya dalam kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa dan bernegara sesuai dengan peraturan yang dibuat 
oleh pemerintah. Disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam 
pemekaran wilayah menjadi faktor penting dalam keberhasilan 
pemerintah terkait upaya pelayanan masyarakat bagi Kelurahan 
Sumberrejo Sejahtera.  
Hukum Islam mengatur mengenai sikap disiplin sebagai 
ketaatan pada aturan hukum yang ada, sebagaimana tertuang 
dalam kandungan Al-Qur‟an Surah Muhammad : Ayat 21, 
berbunyi sebagai berikut: 
ْعُرْوٌفٌۗ فَِاَذا َعَزَم  كَْوٌل مَّ َّيُْمْۚ َطاعٌَة وَّ ا م َ مَََكَن َخْْيً  ٣٢اْْلَْمُرٌۗ فَوَْو َصَدكُوا اّلّله
“Taat dan mengucapkan perkataan yang baik (adalah lebih 
baik bagi mereka). Apabila telah tetap perintah perang 
(mereka tidak menyukainya). Tetapi jikalau mereka benar 
(imannya) terhadap Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik 
bagi mereka.” (Q.S. Muhammad [47] : 21)
10
 
Bersikap ramah, sopan, santun dan bijaksana dalam 
melaksanakan tugas menjadi kunci pengupayaan yang harus 
dilakukan pegawai dalam hal Disiplin bagi ASN. Karena 
Aparatur Sipil Negara akan menjadi tolak ukur keberhasialan 
instansi pemerintah pada lingkungan baru dapat cepat 
menyelesaikan dengan program kerja yang telah ada dan 
dibuat. Terutama dalam jam kerja, waktu menjadi hal penting 
dalam sebuah pelayanan masyarakat oleh karena itu Hukum 
Islam pun mengatur mengenai pemanfaatan waktu agar usaha 
dan pekerjaan yang kita lakukan tidak menjadi sia-sia, 
sebagaimana terkandung dalam Al-Qur‟an Surah Al-Ashr : 
Ayat 1 – 3, berbunyi sebagai berikut : 
وَْساَن مَِفْي  ٢َوامَْعْصِِۙ  ِت  ٣ُخْسٍِۙ ِانَّ اْْلِ ِوحه َمنُْوا َوََعِوُوا امّصه يَْن اه ِ ِاْلَّ اَّلَّ
ْبِ  َوثََواَصْوا ِِبمَْحّقِ ەِۙ   ٤ َوثََواَصْوا ِِبمصَّ
“Demi waktu. Sesungguhnya manusia itu benar benar 
dalam kerugian. Keculi orang-orang yang beriman dan 
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mngerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya 
mentaati kebenaran dan nasehat menasehati suapaya menetapi 




Begitu juga dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 
42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik 
Pegawai Negeri Sipil pada Pasal 8 huruf d, berbunyi : 
“Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku 
dalam melaksanakan tugas”.
12
 Setiap jenis pekerjaan, pada 
dasarnya menuntut tanggung jawab yang berbeda hanya besar 
kecil ukuran dan ruang lingkup tanggung jawab tersebut. 
Tergantung pada tinggi rendahnya jabatan yang diemban oleh 
pegawai Aparatur Sipil Negara. dalam Peraturan tersebut juga 
dijelaskan pada Pasal 1 Angka 2, yaitu : “Kode Etik Pegawai 
Negeri Sipil adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan 
perbuatan Pegawai Negeri Sipil di dalam melaksanakan 
tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari”.  
Kelurahan Sumberrejo Sejahtera yang berada di lingkungan 
Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung merupakan 
lingkungan Kelurahan yang baru atau hasil pemekaran wilayah 
Kecamatan Kemiling yang terbentuk pada Tahun 2018 dan 
resmi beroperasi menggunakan gedung kantornya pada Kamis, 
30 Januari 2020. Belum juga terdapat peningkatan secara 
signifikan atau belum memberikan dampak yang cukup besar 
bagi peningkatan upaya pelayanan kepada masyarakat di 
Kelurahan Sumberrejo Sejahtera. Maka, diperlukan adaptasi 
etika dan perilaku yang ditingkatkan melalui disiplin dalam 
upaya pelayanan masyarakat, dilakukan secara maksimal dan 
lebih baik dari kelurahan yang sudah lama ada sebelumya.  
Disiplin Aparatur Sipil Negara di Kelurahan Sumberrejo 
Sejahtera harus lebih diawasi agar pegawai dapat melayani 
masyarakat sesuai dengan kode etik dan perilaku berdasarakan 
peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia dan 
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Berdasarkan uraian di atas, maka sangat penting untuk 
diteliti dalam penelitian skripsi ini dengan judul “Tinjauan 
Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Disiplin Aparatur 
Sipil Negara (ASN) (Studi di Kelurahan Sumberrejo Sejahtera, 
Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung, Lampung).” 
C. Identifikasi dan Batasan Masalah 
Peneliti dalam penelitian ini akan mengidentifikasi dan 
memberikan batasan dalam menjawab rumusan masalah dengan 
memfokuskan masalah penelitian ini pada Tinjauan Hukum 
Islam dan Hukum Positif Tentang Disiplin Aparatur Sipil 
Negara (ASN) Pasca Pemekaran Wilayah di Kelurahan 
Sumberrejo Sejahtera, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar 
Lampung, Lampung. 
 
D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perlu 
dirumuskan fokus masalah yang akan dibahas nantinya. Adapun 
yang menjadi permasalahan pokok yaitu : 
1. Bagaimana Perilaku Disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) 
dalam Upaya Pelayanan Masyarakat Pasca Pemekaran 
Wilayah? 
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif 
Tentang Perilaku Disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) 
dalam Upaya Pelayanan Masyarakat Pasca Pemekaran 
Wilayah? 
 
E. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas terdapat tujuan dalam 
penulisan skripsi ini antara lain : 
1. Mengetahui perilaku Disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) 
dalam upaya pelayanan masyarakat pasca pemekaran 
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wilayah di Kelurahan Sumberrejo Sejahtera, Kecamatan 
Kemiling, Kota Bandar Lampung, Lampung. 
2. Mengetahui Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif  
tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara dalam upaya 
pelayanan masyarakat pasca pemekaran wilayah di 
Kelurahan Sumberrejo Sejahtera, Kecamatan Kemiling, 
Kota Bandar Lampung, Lampung. 
 
F. Manfaat Penelitian 
Pentingnya penelitian tentang Disiplin Aparatur Sipil 
Negara (ASN) bagi Kelelurahan Sumberrejo Sejahtera, 
Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung, Lampung dalam 
upaya pelayanan masyarakat dengan penerapan aturan yang 
mengatur perilaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) sehingga tidak 
ada sanksi disiplin yang perlu dijatuhkan. Penelitian ini juga 
dilakukan agar pelaksanaan Disiplin Aparatur Sipil Negara 
(ASN) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau 
peraturan kedinasan yang berlaku bagi Pegawai ASN.  
Tentunya pada setiap penelitian akan melahirkan sebuah 
manfaat dan akan menjadikan manfaat ini sebagai dasar untuk 
digunakan baik untuk peneliti maupun untuk kontribusi kepada 
pihak-pihak yang berkaitan dengan jurusan penelitian. Manfaat 
dari penelitian yang diteliti ini antara lain :  
1. Secara Teoritis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi 
yang bermakna bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang 
berkaitan dengan Disiplin Aparatur Sipil Negara terutama 
pada bidang Hukum Administrasi Negara, juga akademis 
hukum meliputi analisis secara hukum Islam dan hukum 
positif tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) di 
Kelurahan Sumberrejo Sejahtera, Kecamatan Kemiling, 
Kota Bandar Lampung, Lampung.  
2. Secara Praktis, penelitian ini dapat memberi kegunaan 
dalam menggali asas-asas perilaku Disiplin Aparatur Sipil 










G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 
Pada dasarnya setiap penelitian dilakukan dikarenakan 
sudah terdapatnya penelitian yang jauh lebih dahulu meneliti. 
Adanya penelitian baru yang dilakukan bermaksud 
mengungkapkan dan mengkaji lebih jauh mengenai masalah 
yang timbul dikemudian hari, dimana dunia akan selalu 
berkembang seiring waktu berjalan. Masalah selalu timbul dan 
harus memiliki pemecahan masalahnya atau 
pengidentifikasiannya, sehingga sebuah masalah yang baru 
timbul ini dapat dipemahaman dengan jelas.  
Keberadaan penelitian yang terdahulu dan relevan dengan 
penelitian ini, menjadi pendukung bagi peneliti untuk menjawab 
rumusan masalah dalam penelitian ini dan juga penelitian yang 
relevan dapat menjadi sumber informasi bagi peneliti untuk 
melihat dan mengamati apakah penelitian terdahulu ini masih 
terdapat di lapangan dan sesuai dengan kenyataan yang ada di 
lapangan.  
Penelitian ini, sudah terdapat banyak pembahasan yang 
relevan dengan judul penelitian ini. mulai dari beragamnya 
pembahasan terkait tenaga kerja pemerintah atau yang sering 
disebut Aparatur pemerintah. Kajian tersebut memiliki 
kerelevanan dengan penelitian ini karena penelitian ini 
membahas mengenai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang pada 
dasarnya merupakan tenaga kerja pemerintah.  
Adapun kajian penelitian terdahulu yang relevan dengan 
penelitian ini, seperti : dijelaskan dalam skripsi mahasiswa UIN 
Raden Intan Lampung lulusan tahun 2013 yaitu Nurfadhil Putra 
beliau membahas mengenai “Implementasi dari Disiplin 




Penelitiannya mengungkapkan fakta-fakta yang ada di 
lapangan dengan jelas. Namun penelitian tersebut hanya 
mengungkapkan dan berfokus kepada waktu kerja dari pada 
pegawai dinas tersebut. Ada juga skripsi mahasiswa UIN Raden 
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Intan Lampung pada tahun 2015 yang membahas mengenai 
tenaga kerja pemerintah yaitu diteliti oleh Risnanda Fajri  beliau 
mengangkat judul mengenai “Pengankatan dan Pemberhentian 
Perangkat Desa”.
15
 Penelitian ini mendukung dan cukup relevan 
dengan penelitian yang dilakukan peneliti.  
Karena dalam sebuah proses terjadinya sistem pelayanan 
maka sebuah instansi akan menuntut pegawai atau tenaga 
kerjanya untuk memaksimalkan sebuah kinerja yang jika tidak 
terjadi dengan seimbang akan menimbulkan sebuah goncangan 
atau masalah bagi pegawai yang bekerja, timbulah sebuah 
hukuman atau ketegasan bagi pejabat instansi untuk melakukan 
pemberhentian melalui penjatuhan hukuman disiplin kepada 
pegawai dan bukan tidak mungkin terjadi pengangkatan tenega 
kerja baru untuk menunjang kinerja yang dilakukan oleh 
instansi tersebut.  
Penelitian lain dikemukakan oleh Harris Pratama pada 
skripsinya berjudul “Prosedur Pemberhentian Tidak Dengan 
Hormat Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Peraturan 




Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Yayu Yunus 
Hasan, beliau mengangkat judul skripsi yaitu “Pengaruh 
Motivasi dan Penerapan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja 
Pegawai Puskesmas Kota Timus, Kota Gorontalo.”
17
 Kajian 
penelitian terdahulu tersebut memiliki identifikasi dan batasan 
masalah yang berbeda dengan penelitian ini. Namun sangat 
mendukung bagi penelitian ini sebagai sumber informasi dan 
sebagai kekuatan bahwa peraturan yang berkembang dan 
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masalah yang berkembang mengenai tenaga kerja pemerintah 
akan selalu terjadi seiring berjalannya waktu dan juga 
merupakan tuntutan zaman sebagai proses perkembangan bagi 
dunia pemerintahan. 
Dr. Ismail Nurdin mengatakan : Tuntutan publik terhadap 
tampilan pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan yang 
beretika dan melayani semakin tinggi, karenanya pemahaman 
tata kelola pemerintahan yang beretika menjadi penting untuk 
mewujudkan pemerintah yang dipercaya.
18
  
Kenyataannya, pernyataan beliau sedikit banyak menjawab 
pertanyaan publik yang menanyakan pelayanan masyarakat 
yang diberikan pegawai harus beretika dan bermasyarakat. Teori 
yang merupakan pernyataannya menjadi pendukung bagi 
penelitian ini untuk terus menyelesaikan dan mengidentifikasi 
permasalahan mengenai etika dan perilaku ASN terutama di 
tempat peneliti melakukan penelitian yaitu di Kantor Kelurahan 
Sumberrejo Sejahtera, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar 
Lampung. 
 
H. Metode Penelitian 
Di dalam kegiatan penelitian, sebuah metode merupakan 
komponen   terpenting yang menentukan sebuah penelitian 
dapat berjalan dengan baik atau tidak sampai kepada 
memperoleh hasil yang final dan dapat dipertanggungjawabkan 
berdasarkan data yang akurat dan dapat diuji kebenarannya, 
sehingga mempermudah dalam mendapatkan data yang dapat 
mendukung sekaligus berkaitan dengan apa yang akan dibahas. 
Untuk mendapatkan hasil yang maksimal diperlukan sebuah 
metode yang diantaranya perlu memperhatikan, sebagai berikut : 
1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian 
a. Jenis Penelitian 
Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian 
lapangan atau dikenal dengan istilah Field Reasearch yaitu, 
penelitian ini dilakukan dalam arti dapat berupa wilayah 
                                                          
18 Ismail Nurdin, “Etika Pemerintahan” (Yogjakarta : Lintang Rasi Aksara 





tertentu (desa, kecamatan, kabupaten, dan sebagainya), 
lembaga/instansi atau organisasi kemasyarakatan, serta 
objek-objek alami atau fenomena-fenomena yang ada di 
lapangan seperti : kondisi geografis.
19
 Atau penelitian yang 
langsung dilakukan di lapangan atau pada responden.
20
 
b. Sifat Penelitian 
Melihat sifatnya, penelitian ini bersifat Deskriptif  yaitu 
penelitian yang lebih mengarah kepada pengungkapan suatu 
masalah atau keadaan sebagaimana adanya dan 
mengungkapkan fakta-fakta yang ada, walaupun kadang-
kadang diberikan interprestasi atau analisis dan hasil 
penelitiannya difokuskan untuk memberikan gambaran 
keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti.
21
 
2. Data dan Sumber Data 
Penelitian ini menggunakan data kualitatif yaitu, data 
yang dinyatakan dalam bentuk kalimat atau uraian. Data ini 
mempunyai peranan untuk menjelaskan secara deskriptif 
suatu masalah. Sumber data pada penelitian ini merujuk 
pada 2 (dua) jenis sumber data, yaitu : 
a. Data Primer, yaitu berasal dari bahan hukum yang 
memiliki otoritas artinya bersifat mengikat. Data yang 
diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang 
terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.
22
 Data 
ini juga berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau 
pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun 
mengenai suatu gagasan (ide).
23
 Penelitian ini di dapat 
dari obesrvasi dengan mengamati dan mencatat secara 
sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada 
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objek penelitian dan juga di dapat melalui hasil tanya 
jawab dengan responden dalam bentuk wawancara. 
b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh sebagai 
pelengkap dari data primer. Sumber data penelitian ini 
adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan 




3. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk memperoleh data yang akurat dan lengkap secara 
maksimal pada penelitian ini, maka peneliti dalam 
penelitian ini mempergunakan 4 (empat) metode yaitu : 
a. Observasi, yaitu cara dan teknik pengumpulan data 
dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara 
sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada 
objek penelitian.
25
 Penelitian ini akan mengamati dan 
mencatat Disiplin Aparatur Sipil Negara dalam upaya 
pelayanan masyarakat yang dilakukan di Kelurahan 
Sumberrejo Sejahtera, Kecamatan Kemiling, Kota 
Bandar Lampung, Lampung. 
b. Wawancara, yaitu menurut Prof. Dr. S. Nasution, M.A. 
adalah (interview) suatu bentuk komikasi verbal. 
Semacam percakapan yang bertujuan memperoleh 
informasi yang dilakukan dengan cara tanya jawab yang 
dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan dengan 
pada tujuan penelitian.
26
 Dalam melakukan wawancara 
setiap pihak memiliki kedudukan yang berlainan, pihak 
pertama sebagai peminta informasi dan pihak lainnya 
sebagai pemberi informasi.  
Peneliti dalam melakukan wawancara ini 
mempergunakan jenis wawancara tidak bersetruktur 
maksudnya adalah peneliti tidak menyiapkan daftar 
pertanyaan sebelumnya, tetapi pertanyaan-pertanyaan 
yang diajukkan memiliki arah dan dituntun dengan garis 
besar dari informasi yang ingin didapat untuk 
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diwawancarakan dan dapat menjawab rumusan masalah 
dari penelitian ini. Populasi pada penelitian berjumlah 6 
orang ASN dimana sebanyak 6 orang ASN tersebut 
menjadi sample  untuk diwawancara. Sample tersebut 
adalah orang yang memiliki pengetahuan dan 
berkapasitas dalam memberikan informasi mengenai 
Disiplin Aparatur Negeri Sipil dalam Upaya Pelayanan 
Masyarakat di Kelurahan Sumberrejo Sejahtera, 
Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung, 
Lampung. 
c. Dokumentasi, yaitu bentuk data sebagai penyempurna 
dari data wawancara dan observasi yang telah 
dilakukan. Dokumen ini dapat berupa : Tulisan, gambar, 
atau karya monumental dari objek yang diteliti.
27
 
d. Pengumpulan Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh 
seorang peneliti langsung dari subjek atau objek yang 
diteliti, tetapi melalui pihak lain seperti : Instansi atau 




4. Metode Pengolahan Data 
Secara umum pengelolaan data merupakan tahapan 
yang dilakukan setelah peneliti mengumpulkan data di 
lapangan yang kemudian setelah terkumpul secara lengkap 
maka dilakukan pengolahan data untuk kemudian dapat 
dimasukkan kedalam hasil penelitian ini. Terdapat 3 (tiga) 
metode pengolahan data dalam penelitian ini, diantaranya : 
a. Pemeriksaan Data (Editing), yaitu Pengecekan atau 
pengoreksian data yang telah dikumpulkan sudah cukup 
lengkap, benar, dan relevan. Karena kemungkinan data 
yang masuk tidak logis dan meragukan dengan judul 
penelitian.
29
 Sehingga penelitian dapat berfokus kepada 
pokok-pokok permasalahan yang diteliti. 
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b. Pendataan Data (Coding), yaitu usaha 
mengklasifikasaikan jawaban dari responden menurut 
macamnya dengan dilakukan secara konsisten karena 
hal tersebut sangat menentukan reliabilitas.
30
 
c. Sistematis Data (Sistematika), yaitu menempatkan data 




5. Analisis Data 
Setelah data telah terkumpul, langkah selanjutnya yang 
dilakukan peneliti adalah menganalisis data dan mengambil 
kesimpulan dari data yang telah terkumpul. Metode analisis 
data yang digunakan yaitu : Analisis Kualitatif  yaitu dimana 
data yang telah terkumpul setelah diolah penulis uraikan dan 
berpijak pada landasan teori dalam bentuk kalimat yang 
sistematis, logis dan efektif sehingga mudah untuk 
diinterprestasikan data dengan pemahaman hasil analisis.
32
  
Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu mengungkapkan 
fenomena-fenomena yang ada di lapangan berdasarkan data-data 
yang diperoleh dengancara menjelaskan sejelas-jelasnya, 
terperinci dan akurat serta disusun secara sistematis sesuai 
dengan teori yang ada untuk menarik kesimpulan dari upaya 
pemecahan masalah dan guna menjawab rumusan masalah 
dalam penelitian ini. 
 
I. Sistematika Pembahasan 
1. BAB I PENDAHULUAN : Pada bab ini akan dibahas 
mengenai : penegasan judul, latar belakang masalah, 
identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan 
penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu 
yang relevan, metode penelitian dan sistematika 
pembahasan. 
2. BAB II LANDASAN TEORI : Bab ini memuat semua teori 
yang berkaitan dengan Disiplin Aparatur Sipil Negara 
(ASN) berdasarkan hukum Islam dan hukum Positif. 
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3. BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN : Pada bab ini 
akan dijelaskan mengenai gambaran umum tempat 
penelitian dan hasil dari penelitian yang dilakukan di 
kelurahan Sumberrejo Sejahtera, Kecamatan Kemiling, Kota 
Bandar Lampung yang berkaitan dengan Disiplin Aparatur 
Sipil Negara (ASN). 
4. BAB IV ANALISIS PENELITIAN : Bab ini memuat 
tentang analisis hukum Islam dan hukum Positif terhadap 
disiplin aparatur sipil negara dalam upaya pelayanan 
masyarakat di kelurahan Sumberrejo Sejahtera. Serta 
analisis etika dan perilaku disiplin ASN di tempat 
penelitian. 
5. BAB V PENUTUP : Bab ini memuat kesimpulan jawaban 
atas rumusan masalah dalam skripsi ini berdasarkan hasil 
penelitian dan analisis yang dilakukan terkait disiplin 
aparatur sipil negara berdasarkan hukum Islam dan hukum 
Positif. Serta saran-saran berdasarkan hasil penelitian, berisi 
uraian mengenai langkah-langkah apa yang perlu diambil 












A. Definisi Disiplin dalam Hukum Islam dan Hukum Positif 
Istilah Disiplin dalam Hukum Islam dikenal dengan sebuah 
bentuk “Ketaatan” pada perintah-perintah Allah Swt yang 
bersumber pada Al-Qur‟an dan Sunnah atau Hadist Nabi. 
Seperti yang ada dalam Q.S. An-Nisa‟ Ayat 59, Allah Swt 
berfirman: 
ُسْوَل َوُاوِِل  َ َوَاِطْيُعوا امرَّ ا َاِطْيُعوا اّلّله َمنُْوٓ يَْن اه ِ َا اَّلَّ َُّيه ٓ  فَِاْن ثَنَاَزْعُُتْ ٰيه
ْۚ اْْلَْمِر ِمنُْكْ
ِِلَ  ِخِرٌۗ ذه ِ َوامَْيْوِم اْْله ُسْوِل ِاْن ُكْنُُتْ ثُْؤِمنُْوَن ِِبّلّله ِ َوامرَّ ْوُه ِاَِل اّلّله ٍء فَُرده ِِفْ ََشْ
َاْحَسُن ثَبِْويًًْل    ٦٥َخْْيٌ وَّ
“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan 
taatilah Rasul-Nya dan Ulil Amri di antara kamu. 
Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, 
maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur‟an) dan Rasul 
(Sunnahnya), jika hari kemudian. Yang demikian itu lebih 





Disiplin dalam hukum Islam adalah sebuah bentuk ketaatan 
dan kepatuhan terhadap perintah-perintah Allah Swt melalui 
Al-Qur‟an dan Sunnah atau Hadist Nabi yang dijadikan 
pedoman setiap manusia agar mendapatkan keberkahan dunia 
dan akhirat. Istilah Disiplin dalam Hukum Positif dikenal 
sebagai kesanggupan untuk mentaati kewajiban dan 
menghindari larangan. Penjelasan tersebut ditegaskan dalam 
Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin 
Aparatur Sipil Negara pada Pasal 1 Angka 1 berbunyi :  
“Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan 
Pegawai Negeri Sipil untuk mentaati kewajiban dan 
menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan 
perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang 
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Disiplin juga dapat diartikan sebagai kondisi untuk 
melakukan koreksi atau menghukum pegawai yang melakukan 
pelanggaran yang telah ditentukan atau prosedur yang telah 
ditetapkan oleh organisasi.
35
 Disiplin meliputi perilaku seorang 
ASN dari ucapannya, perbuatannya sampai kepada waktu 
berkerja yang dimanfaatkannya tetapi semua ini bermaksud 
bahwa ASN mematuhi peraturan yang berlaku dengan 
melaksanakan perintah-Nya dan meninggalkan segala larangan-
Nya dan semua itu harus dilaksanakan secara terus-menurus. 
Sikap disiplin juga diperlukan oleh setiap aparatur, karena 
merupakan sarana untuk melatih kepribadian aparatur sipil 
negara agar senantiasa menunjukkan kinerja yang baik
36
 atau 
dalam hukum Islam dikenal dengan prinsip Amal Ma‟ruf Nahi 
Munkar.  
Disiplin dalam pekerjaan adalah sifat dan perbuatan terpuji 
yang di dalamnya terdapat kesabaran, ketaatan, kepatuhan, 
keuletan, ketekunan, dan lainnya. Karena dengan disiplin 
seseorang akan mudah dan lancar dalam mencapai tujuan.  
Perilaku disiplin ini tercermin dari sikap, ucapan dan 
pemanfaatan waktu bekerja bagi seorang ASN, serta 
ketaatannya pada aturan yang ada. Disiplin dapat memberi 
manfaat, tanpa disiplin kita tidak mendapat manfaat serta 
dengan disiplin terjadi ketertiban.  
ASN dalam Hukum Islam dan Hukum Positif, wajib 
bermoral dan menerapkan nilai-nilai moral baik yang 
terkandung dalam Rukun Iman maupun terkandung dalam 
Pancasila dan Pembukaan  UUD RI 1945 dalam melaksanakan 
tugas dan kewajibannya sebagai pegawai pemerintah, serta 
pelayan masyarakat. Dengan demikian, disiplin Aparatur Sipil 
Negara (ASN) akan menceriminkan kinerja pemerintah yang 
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mengisyaratkan bahwa nilai budaya disiplin mewarnai perilaku 
pegawai dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan 





B. Definisi Aparatur Sipil Negara dalam Hukum Islam dan 
Hukum Positif 
Mengenai Aparatur Sipil Negara (ASN) Hukum Islam 
mengenalnya dengan istilah “Tabi‟in” yang berarti “Pengikut” 
atau orang yang menjumpai sahabat Nabi SAW. dalam keadaan 
beriman dan mati dalam iman Islam.
38
 Menurut bahasa, tabi‟in 
merupakan bentuk jamak dari kata Tab‟i atau Tabi‟un. Kata 
Tabi adalah isim fail dari kata Tabi‟a yang bermakna “berjalan 
dibelakangnya”.39 
Seorang Tabi‟in adalah orang-orang yang mentaati perintah-
perintah Rasul, mengikuti dan mematuhi guru-gurunya 
(pemimpin) atau dalam Islam dikenal dengan “Ulil Amri”.
40
 
Seperti manusia pada umumnya, seorang pengikut harus 
berperilaku terpuji, menjaga lisannya dan memanfaatkan waktu 
dengan sebaik-baiknya sebagaimana mereka mentaati atauran-
aturan yang ada. Seperti yang difirmankan oleh Allah Swt. dalam 
Q.S. Al-An‟am Ayat 153 berbunyi : 
ُبَل  َِّبُعوا امس ه َِّبُعْوُه َْۚوَْل ثَت تَِلْيًما فَاث اِطْي ُمس ْ َذا ِِصَ َق ِبُكْ َعْن َوَانَّ ىه فَتََفرَّ
ىُكْ ِتٖو مََعوَُّكْ ثَتَُّلْوَن  ِمُكْ َوّصه  ٢٦٤َسِبْيِِلٖ ٌۗذه
“Dan bahwa (yang Kami perintahkan ini) adalah jalan-
Ku yang lurus, maka ikutilah dia, dan janganlah kamu 
mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu 
mencerai beraikan kamu dari jalan-Nya. Yang demikian itu 
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Diperlukan sebuah aturan-aturan yang dapat menjaga 
perilaku manusia dan ditaati, sehingga perilakunya tetap 
berjalan sebagaimana yang terdapat dalam aturan yang berlaku. 
Begitu pula seseorang ASN harus berperilaku, menajaga 
lisannya dan memanfaatkan waktu bekerjannya dalam melayani 
masyarakat karena jika melanggarnya hanya akan 
menyengsarahan diri sendiri akibat dirinya yang telah berbuat 
kezoliman dan berperilaku sia-sia. Sebagaimana Allah Swt. 
berfirman dalam Q.S. Al-Isra Ayat 15, yang berbunyi sebagai 
berikut : 
ٌۗ َوَْل تَِزُر َواِزَرٌة  ََّما يَِضله عَوَْْيَا ََّما َُّيْتَِدْي ِمنَْفِسٖوْۚ َوَمْن َضلَّ فَِاه ى فَِاه َمِن اْىتَده
ْزَر ُاخْ  ِتْْيَ َحّّته هَْبَعَث َرُسْوًْل ّوِ ىٌۗ َوَما ُكنَّا ُمَعّذِ  ٢٦ره
“Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah 
(Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk 
(keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat 
maka sesungghnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya 
sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul 
dosa orang lain, dan Kami tidak akan mengazab sebelum 




Berbeda dengan Hukum Islam yang mengartikan ASN 
sebagai seorang pengikut yang mentaati aturan-aturan yang 
berlaku, Hukum Positif mengartikan ASN dalam Undang-
Undang Nomor : 5 Tahun 2010 Tentang Aparatur Sipil Negara 
pada Pasal 1 Angka 1 sebagai berikut : “Aparatur Negeri Sipil 
yang kemudian disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai 
negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja 
yang bekerja pada instansi pemerintah.”
43
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Bagi Hukum Positif ASN diartikan sebagai pegawai negeri 
sipil yang dalam hal ini adalah Aparatur Negara, abdi negara 
dan abdi masyarakat yang dengan penuh kesetiaan dalam 
mentaati Pancasila, UUD RI 1945, negara dan pemerintah yang 
memberikannya tanggung jawab dan kewenangan dengan 
diserahi tugas dalam suatu jabatan berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, serta diberikan hak atas 
jerih payahnya bekerja sebagaimana yang diatur dalam 
peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.  
ASN menurut Hukum Islam dan Hukum Positif adalah 
seseorang yang mentaati dan mematuhi aturan-aturan yang ada 
dan berlaku, bersikap adil, bermoral dan berbudi pekerti luhur, 
beradab dan berakhlak mulia untuk kemudian diterapkan dalam 
upaya pelayanan masyarakat, sehingga terciptanya sebuah 
kebijaksanaan dan keadilan pada instansi pemerintahan dan 
masyarakat.  
 
C. Asas-Asas Aparatur Sipil Negara pada Hukum Islam dan 
Hukum Positif 
Seorang Aparatur Sipil Negara sebagai suri tauladan bagi 
masyarakat yang dimana sikap dan perilakunya harus baik dan 
memiliki integritas yang tinggi dalam pelayanan publik. 
Pelaksanaannya harus menciptakan suasana yang nyaman, 
tentram, dan aman di lingkungan pemerintahan atau instansi. 
Hukum Islam mewajibkan seorang yang bekerja di lingkungan 
pemerintahan harus memiliki akhlak dan adab untuk berperilaku  
sebagai berikut : 
a. Menjunjung Tinggi Keadilan 
Adil dalam arti kata sebenarnya ialah orang yang 
mengerjakan kewajibannya serta menjauhkan diri dari segala 
maksiat serta menjaga kehormatan dirinya. Sedangkan adil dalam 
arti luas dimaksud menjalankan segala kewajiban dan menjauhi 
segala larangan serta dapat menjaga kehormatan dirinya.
44
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Seperti yang ditegaskan Allah Swt. dalam Al-Qur‟an pada Surat 
An-Nisa‟ Ayat 58, yang berbunyi : 
َُكُْوا   َاْىِويَاِۙ َوِاَذا َحََكُُْتْ تَْْيَ امنَّاِس َاْن ََتْ
ٓ نهِت ِاِله َ يَبُْمُرُُكْ َاْن ثَُؤدهوا اْْلَمه ِانَّ اّلّله
 َ ا ِِبمَْعْدِل ٌۗ ِانَّ اّلّله ْيًعاب تَِصْْيً َ نَاَن َِمِ ا يَِعُكُكْ ِتٖو ٌۗ ِانَّ اّلّله  ٦٥ ِهِعمَّ
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan 
amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh 
kamu) apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia 
hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. 
Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-
baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha 




Ini berarti bersikap adil bagi seorang ASN menjadi asas 
yang penting bagi dirinya dalam pelayanan masyarakat, sehingga 
dirinya terhindar dari bersikap dzolim kepada dirinya dan orang 
lain. Serta bersikap adil wajib hukumnya untuk diterapkan oleh 
ASN dalam mencapai tujuan instansinya. 
b. Jujur / dapat dipercaya dan amanah 
Bersikap jujur bagi seorang ASN berarti segala informasi 
yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat dikatakan dengan 
penuh kebenaran tidak melebih-lebihkan dan tidak pula 
mengurang-ngurangi informasi yang diketahuinya. Seperti yang 
telah diperintahkan Allah Swt. di dalam Q.S. Al-Baqarah Ayat 
42, yang berbunyi : 
 ٥٣َوَْل ثَوِْبُسوا امَْحقَّ ِِبمَْباِطِل َوتَْكُتُموا امَْحقَّ َوَاهُُْتْ ثَْعوَُمْوَن 
“Dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran 
dengan kebathilan dan (janganlah) kamu sembunyikan 
kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya.” (Q.S. Al-




Bersikap amanah berarti seorang ASN wajib untuk menjaga 
segala informasi, tidak mengumbar segala perintah yang 
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diterimanya demi kebaikan pelayanan masyarakat yang lebih 
maksimal. Seperti yang diperintahkan Allah Swt. di dalam Q.S 
Al-Anfal Ayat 27, yang berbunyi sebagai berikut : 
نهتُِكْ َوَاهُُْتْ ثَْعوَُمْوَن  ا َامه ْوهُْوٓ ُسْوَل َوََتُ َ َوامرَّ ْوهُوا اّلّله َمنُْوا َْل ََتُ يَْن اه ِ َا اَّلَّ َُّيه ٓ  ٣٢ٰيه
“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu 
mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu 
mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang 
kamu mengetahui.” (Q.S. Al-Anfal [08] : 27)
47
 
ASN sebagai Tabi‟in (pengikut) sudah menjadi kewajiban 
terhadap dirinya untuk menanamkan sikap jujur dan amanah 
kepada pemimpinnya dan kepada masyarakat yang dilayaninya. 
c. Profesionalitas  
Bersikap profesional seorang ASN berarti dia bekerja sesuai 
dengan peraturan yang ada dan berlaku dalam melaksanakan 
tugas dan kewajibannya, mengerjakan kebajikan dan 
menghindari dari pada keburukan bagi instansinya untuk 
memaksimalkan pelayanan pada masyarakat.  
Seperti yang telah Allah Swt. tegaskan di dalam Q.S. Al-
Bayyinah Ayat 7, yang berbunyi sebagai berikut : 
ى َِك هُْم َخْيُر اْلبَِريَِّةِۗ 
ٰۤ
لِٰحِت اُوٰل  ٧اِنَّ الَِّذْيَه ٰاَمنُْوا َوَعِملُوا الّصٰ
“Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan 
kebajikan (pekerjaan yang baik), mereka itu adalah sebaik-




Serta terdapat juga dalam sabda Nabi Saw. yang diriwayatkan 
oleh Aisyah R.a, berbunyi : 





ّة ا َ ثََعاِل ُُيِ ًًل َأْن يُْتِلنَُو )رواه امطبين وامبْيلي(اّللَّ ََعَِل َأَحُدُُكْ ََعَ   
“Dari Aisyah R.a., sesungguhnya Rasulullah Saw. 
bersabda : “Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang 
apabila bekerja, mengerjakannya secara professional.” (HR. 
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Dikatakan profesional berarti seorang ASN harulah bekerja 
sesuai dengan perjanjian kerja yang telah diterimanya sebagai 
profesi yang ditugaskan kepadanya dan tetap berperilaku sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
d. Amal Ma’ruf Nahi Munkar 
Di dalam asas ini, seorang ASN berkewajiban untuk 
memberikan layanan kepada masyarakat dengan cara-cara yang 
baik. ASN juga berkerja dengan kebaikan dan menghindari diri 
dari perbuatan buruk yang akan membuatnya kesulitan dalam 
menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai pegawai 
pemerintah. 
Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Ali-Imran Ayat 110, yang 
berbunyi sebagai berikut : 
ٍة ُاْخرَِجْت ِنونَّاِس ثَبُْمُرْوَن ِِبمَْمْعُرْوِف َوتَْْنَْوَن َعِن امُْمْنَكِر َوثُْؤِمنُْونَ  ِ ٌۗ  ُكْنُُتْ َخْْيَ ُامَّ ِِبّلّله
ِسُلْوَن  ُُهُ امْفه َّيُْم ٌۗ ِمْْنُُم امُْمْؤِمنُْوَن َواَْكََثُ ا م َمَن َاْىُل امِْكتهِة مَََكَن َخْْيً  ٢٢١َومَْو اه
“Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang 
dilahirkan untuk manusia, (karena kamu) menyuruh 
(berbuat) yang maruf, dan mencegah dari yang mungkar, 
dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman 
tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada 
yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang 




e. Bertanggung Jawab 
Setiap orang bekerja termasuk seorang ASN mereka wajib 
bertanggung jawab atas tugas yang telah diembannya dalam satu 
profesi yangdijalankannya. Mereka wajib memenuhi perintah 
yang pemimpinnya berikan kepadanya jika itu berada pada jalan 
kebaikan, serta mereka bertanggung jawab atas pelayanan 
maksimal yang dilakukannya demi melayani masyarakat dan 
instansinya berdasarkan peraturan yang ada. Allah Swt. 
berfirman dalam Q.S. Al-Anfal Ayat 24, yang berbunyi : 
ِ َوِنو تَِجْيُبْوا ّلِلّه َمنُوا اس ْ يَْن اه ِ َا اَّلَّ َُّيه ٓ َ ٰيه ا َانَّ اّلّله ْۚ َواعْوَُمْوٓ ِيْيُكْ ُسْوِل ِاَذا َدعَاُُكْ ِمَما ُُيْ رَّ
ْوَن  ٓ ِامَْيِو َُتََْشُ َّو  ْوُل تَْْيَ امَْمْرِء َوكَوِْبٖو َواَه  ٣٥َُيُ
                                                          





"Wahai orang-orang beriman! Penuhilah seruan Allah 
dan Rasul, apabila dia menyerumu kepada sesuatu yang 
memberikan kehidupan kepadamu, dan ketehuilah bahwa 
sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya 
dan sesungguhnya kepada-Nya-lah kamu akan dikumpulkan.” 




Sejalan dengan Hukum Islam, Hukum Positif  mengenal 
asas-asas tersebut sebagai prinsip dari Good And Clean 
Governance, yaitu pemerintahan yang baik dan bersih. Aparatur 
Sipil Negara harus berpegang pada prinsip Profesionalitas dan 
Integritas aparatur pemerintah bahwa perubahan paradigma 
aparatur negara dari suatu birokrasi atau instansi menjadi 
birokrasi populis (Pelayanan Publik) harus dibarengi dengan 
peningkatan profesionalitas dan integritas moral, sehingga 
tercermin pelayan pemerintah yang bersih dan berwibawa.
52
 Hal 
tersebut juga diatur dalam peraturan perundang-undangan yang 
mewajibkan pegawai negeri sipil untuk berpegangan pada nilai-
nilai dasar bagi pegawai negeri sipil
53
 yaitu : 
 
1. Ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa; 
2. Kesetiaan dan Ketaatan kepada Pancasila dan UUD RI 1945; 
3. Semangat nasionalisme dan Mengutamakan kepentingan 
negara di atas kepentingan peribadi atau golongan; 
4. Ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-
undangan; 
5. Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia dan Tidak 
diskriminatif; 
6. Profesionalitas, netralitas dan bermoral tinggi dan Semangat 
jiwa korps. 
Kesembilan nilai-nilai dasar ini sangat sejalan dengan asas-
asas yang terdapat dalam Hukum Islam dimana setiap bekerja, 
ASN wajib beriman kepada Tuhan, bersikap moral yang tinggi, 
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profesional, dan bertanggung jawab atas semua tugas yang 
diembannya dalam satu profesi sebagai aparatur pemerintahan. 
 
D. Definisi Pemekaran Wilayah menurut Hukum Islam dan 
Hukum Positif 
Pemekaran wilayah berarti terbentuknya suatu wilayah baru 
baik itu  berada pada tingkat Provinsi, tingkat Kabupaten/Kota, 
atau tingkat Kecamatan. Kemudian wilayah yang baru terbentuk 
tersebut menjadi daerah pemekaran yang akan berkembang dan 
bertumbuh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
mengaturnya. Hukum Islam memahami pemekaran wilayah 
sebagai perluasan wilayah perkembangan daerah kekuasaan 




Beberapa mengatakan bahwa Hukum Positif mengenai 
pemekaran wilayah dianggap sebagai pemecahan masalah bagi 
Otonomi Daerah sehingga daerah tersebut dapat berkembang 
dengan cepat dan maksimal secara efektif dan efisien. 
Pemekaran juga berarti pemecahan suatu wilayah tertentu 
menjadi beberapa wilayah baru yang tetap berfokus pada 
wilayah induk atau wilayah yang lama dan lebih dahulu 
terbentuk. Di dalam peraturn perundang-undangan dikatakan 
bahwa ada 2 upaya dalam Penataan Daerah
55
 yaitu melalui cara : 
1. Pemekaran Daerah; dan 
2. Penggabungan Daerah. 
Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa sebuah 
pemekaran daerah terjadi berupa pemecahan daerah Provinsi, 
Kabupaten/Kota, dan Kecamatan menjadi dua atau lebih daerah 
baru.
56
 Menurut hukum Islam pemekaran wilayah merupakan 
perluasan wilayah pemerintahan keislaman untuk 
mengembangkan penyebaran agama Islam dengan tujuan 
memperbaiki sistem pemerintahan negara dan mening- 
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katkan kesejahtaraan umat. 
  
Hukum Positif mengartikan pemekaran wilayah sebagai 
terbentuknya daerah baru akibat penataan daerah melalui cara 
memecah daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan 
menjadi satu atau lebih daerah baru dengan tujuan mempercepat 
pengembangan dan pertumbuhan otonomi daerah dengan 
memperhatikan peraturan yang berlaku.  
 
E. Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia 
1. Pengertian ASN pada Peraturan Perundang-Undangan 
Penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan ASN 
telah ditegaskan dan diperjelas dalam peraturan perundang-
undangan yaitu pada Udang-Undang Nomor : 5 Tahun 2014 
Tentang Aparatur Sipil Negara dengan redaksi sebagai 
berikut : “Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat 
ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai 
pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada 
instansi pemerintah.”
57
 Pegawai Sipil Negara atau disingkat 
PNS adalah pegawai ASN dan pegawai pemerintah dengan 
perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina 
kepegawaian dan diserahkan tugas dan suatu jabatan 




2. Prinsip dan Asas Pada Kode Etik dan Perilaku ASN 
Sebagai aparatur pemerintah dalam menjalankan tugas 
dan kewajibannya menjadi hal wajib bagi seorang ASN 
berpegang teguh dan mentaati Prinsip dan Asas  yang 
terdapat dalam kode etik dan perilaku ASN yang diatur 
dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2014 Tentang 
Aparatur Sipil Negara, Bab II Pasal 2 dan Pasal 3, yaitu : 
ASN sebagai profesi berlandaskan kepada 7 prinsip 
diantaranya : 
1. Nilai dasar; 
2. Kode etik dan kode perilaku; 
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3. Komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada 
pelayanan publik; 
4. Kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang 
tugas; 
5. Kualifikasi akademik; 
6. Jaminan perlindungan hukum dalam menjalankan tugas; 
dan  
7. Profesionalitas jabatan. 
Sedangkan asas yang dipergunakan dalam pelaksanaan 
kebijakan dan manajemen ASN, yaitu : 
1. Kepastian hukum; 
2. Profesionalitas dan Proporsionalitas; 
3. Keterpaduan dan Keterbukaan; 
4. Delegasi; 
5. Netralisasi dan Akuntabilitas; 
6. Efektif dan efisien; 
7. Nondiskriminatif; 
8. Perstuan dan kesatuan; 
9. Keadilan, Kesetaraan dan Kesejahteraan. 
Keberadaan asas dan kode etik yang termuat di dalam 
peraturan perundang-undangan menjadi dasar bagi aparatur 
pemerintah untuk melaksanakan tugasnya dan berkerja 
dengan sangat berhati-hati dan mengutamakan pelayanan 
dengan tetap mewujudkannya ke dalam sebuah tindakan 
perilaku yang baik untuk menghadapi segala kebutuhan 
masyarakat untuk hal yang berkaitan dengan pelayanan 
publik.  
Mewujudkan sikap atau perilaku yang tertuang di dalam 
peraturan yang menyangkut aparatur sipil negara bukanlah 
hal yang mudah. Kinerja ASN akan terus dipantau oleh 
pemerintah untuk terus mewujudkannya dalam perilaku 
kesehariannya saat menghadapi masyarakat yang 
memerlukan pelayanan.  
Ketika asas dan kode etik yang ada dilaksanakan oleh 
seorang ASN dengan baik, bukan tidak mungkin kinerja 
instansi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat 





terselenggara dan terselesaikan dengan lancar, begitu juga 
dengan masyarakat akan terus menjadi masyarakat yang 
proaktif dalam menggunakan pelayanan yang disediakan 
oleh pemerintah.  
Pendataan baik kependudukan dan sebagainya akan 
memiliki kejelasan dan keakuratan data. Pendataan yang 
jelas dan akurat yang telah dilakukan oleh pegawai 
pemerintah akan menjadi dasar dan bekal bagi pemerintah 
untuk kemudian mengetahui akan mengambil langkah apa 
berikutnya dalam hal perkembangan pelayanan masyarakat 
yang jauh lebih baik. Serta pemerintah dapat 
mengidentifikasi langkah apa yang diperlukan Aparatur sipil 
negara untuk menciptakan pelayanan yang prima bagi 
masyarakat yang membutuhkan. 
 
3. Etika dan Perilaku ASN 
Bagi seorang ASN etika dan perilaku dipandang penting 
dalam menjunjung citra baik instansi pemerintah dimana 
mereka dipekerjakan, maka dalam Peraturan Pemerintah 
Nomor : 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps 
dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil pada BAB IV (Pasal 7 
sampai Pasal 12) dijelaskan secara rinci, yaitu : “Dalam 
pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari 
setiap Pegawai Negeri Sipil wajib bersikap dan berpedoman 
pada etika dalam bernegara, dalam penyelenggaraan 
pemerintahan, dalam berorganisasi, dan dalam 
bermasyarakat, serta terhadap diri sendiri dan sesama 




Penting bagi ASN sebuah etika dan perilaku untuk 
menjaga nama baik negara, instansi pemerintahan, 
masyarakat, sampai kepada diri sendiri dan sesama pegawai. 
Pelayanan pemerintah akan berkembang secara cepat, 
efisien dan efektif dengan sumber daya manusia yang 
beretika dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai moral 
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yang ada dalam Pancasila, Pembukaan UUD RI 1945, 
sampai peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi 
Pegawai ASN, sehingga akan terciptanya pemerintah dan 
masyarakat yang responsif dan berkembangnya nilai-nilai 
demokratis. 
 
4. Hak dan Kewajiban ASN dalam Melayani Masyarakat 
Sebagai pelayan masyarakat sekaligus aparatur 
pemerintahan, pemerintah memberikan hak dan kewajiban 
bagi seorang ASN dalam menjalankan tugasnya dan dalam 
kehidupan sosialnya, diantaranya mereka berhak 
memperoleh : 
1. Gaji, tunjangan, dan fasilitas; 
2. Cuti; 
3. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua; 
4. Perlindungan; dan  
5. Pengembangan kompetensi.60 
Sedangkan kewajiban seorang ASN, yaitu sebagai berikut : 
1. Setia dan taat terhadap Pancasila, UUD RI 1945, NKRI, 
dan pemerintahan yang sah; 
2. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa; 
3. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan oleh pejabat 
pemerintahan yang berwenang; 
4. Mentaati peraturan perundang-undangan; 
5. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh 
pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan pertanggung 
jawaban; 
6. Menjunjung integritas dan keteladanan dalam sikap, 
perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik 
di dalam maupun di luar kedinasan; 
7. Menyimpan rahasia jabatan dan mengemukakan rahasia 
jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 
dan  
8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI.61 
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Hak dan kewajiban ASN dalam pelayanan masyarakat 
keberadaannya sangat diperlukan. Yang Pertama, hak ASN 
diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk 
melindungi ASN dalam melaksanakan kinerja 
pemerintahan. Yang Kedua, kewajiban ASN yang diatur 
pemerintah akan melindungi masyarakat, secara tidak 
langsung menuntut seorang ASN untuk membantu 
masyarakat dengan memberikan pelayanan yang sangat 
memuaskan yang kemudian akan menjadikan masyarakat 
percaya dengan kinerja pemerintah yang dipilihnya. 
 
5. Disiplin ASN pada Peraturan Perundang-Undangan 
Disiplin Aparatur Sipil Negara Adalah kesanggupan 
Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk mentaati kewajiban dan 
menghindari larangan yang ditentungan dalam peraturan 
perundang-undangan dan atau peraturan kedinasan yang 
apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman 
disiplin.
62
 Kedisiplinan ASN tidak hanya dlihat dari 
ketepatan dan pemanfaatan waktu kerja yang ia lakukan. 
Tetapi bagian dari kedesiplinan yang dimaksud pemerintah 
kemudian dituangkan ke dalam peraturan perundang-
undangan yang diberlakukan saat ini menyangkut : 
a. Waktu Kehadiran; 
b. Indeks Kinerja; dan 
c. Upaya pelayanan yang telah dlakukan dan diberikan 
kepada masyarakat; 
Kedisiplinan menjadi kunci utama bagi pemerintah 
untuk membuat masyarakat nyaman dan percaya dengan 
keberadaan dan kinerja pemerintah yang sudah baik dan 
bermasyarakat. Untuk itu pemerintah mempekerjakan ASN 
sebagai wakil bagi pemerintah pusat untuk menjalankan 
tugasnya dan berhadapan langsung ke dalam masyarakat.  
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Disiplin ASN jika dilakukan sesuai dengan peraturan 
yang berlaku akan mempercepat pemerintah untuk 
pencapaian target dari program kerja yang dibuat. Sehingga 
akan terus menjalankan program kerja berikutnya dan 
menciptakan program kerja yang baik demi pelayanan 
masyarakat yang memuaskan. Hal tersebut sangat bertolak 
ukur dengan perilaku disiplin yang dilakukan seorang ASN 
di instansi pemerintahannya. 
6. Hukuman Disiplin bagi ASN yang Melakukan 
Pelanggaran 
Bagi ASN yang melakukan pelanggaran dan diketahui 
tidak mentaati aturan yang ada, maka akan berlaku hukuman 
disiplin. Hal tersebut dilakukan bertujuan untuk 
meningkatkan kedisiplinan bagi pegawai. Ada kalanya 
seorang ASN akan sengaja dan tanpa sengaja melakukan 
perilaku pelanggaran dengan kata lain perbuatan diluar 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut 
tentunya akan menjadi permasalahan yang cukup serius bagi 
pimpinan dan juga roda pemerintahan.  
Karena jika hal tersebut terjadi bukan tidak mungkin 
kepercayaan dan rasa yakin masyarakat dengan kinerja 
pemerintah akan turun secara drastis dan masyarakat akan 
menganggap bahwa pemerintah hanya bermain-main dan 
mempermainkan masyarakat dalam urusan kenegaraan.  
Disinilah hukuman disipin diperlukan dan menjadi 
langkah bagi pemerintah untuk menyadarkan pegawainya 
yang melakukan pelanggaran. Kemudian pemerintah 
menginginkan ASN tetap berada dalam koridor dan aturan 
yang telah diberlakukan pemerintah untuk dipatuhi oleh 
seluruh pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah disetiap 
instansi-instansi pemerintah. Hukuman adalah langkah yang 
dianggap paling baik yang diambil oleh pemerintah dalam 
menangani kasus pelanggaran yang dilakukan oleh 
pegawainya. Ini menjadi solusi bagi pemerintah agar rasa 
puas dan kepercayaan masyarakat dengan kinerja yang 





tidak tercipta keraguan bagi masyarakat untuk mendapatkan 
pelayanan dari pemerintah. 
F.  Pengukuran Perilaku Disiplin 
Pengukuran perilaku disiplin bagi ASN atau Pegawai 
Pemerintah merupakan upaya yang perlu diperhatikan guna 
meningkatkan pelayanan bagi masyarakat, sehingga dapat 
menuju pada tercapainya pelayanan yang Prima. Diantaranya 
yang menjadi aspek penting dalam pengukurannya ada 3 (tiga), 
yaitu : 
1. Waktu Kehadiran atau Jam Kerja 
Waktu dalam Hukum Islam merupakan perkara yang sangat 
penting, Islam mengajarkan disiplin melalui penerapan 
pelaksanaan Ibadah dan sampai kepada perilaku bekerja 
manusia. Seperti yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu 
Qatadah bin Rib’iy mengabarkan kepadanya bahwa 
Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda : “Allah 
Ta‟ala berfirman : “Sesungguhnya Aku mewajibkan umatmu 
shalat lima waktu, dan Aku berjanji bahwa barangsiapa yang 
menjaga waktu-waktunya pasti Aku akan memasukkannya ke 
dalam surga, dan barangsiapa yang tidak menjaganya maka 
dia tidak mendapatkan apa yang aku janjikan”.
63
 
Jam kerja yang baik akan sangat berpengaruh dengan 
keberhasilan sesorang mencapai tujuan kerjanya. Hadist 
tersebut mengungkapkan bahwa setiap orang termasuk 
pegawai pemerintah yang mempergunakan waktunya dengan 
baik dengan maksud melaksanakan tugasnya tepat waktu dan 
tidak mengulur-ngulurnya atau terlambat, mereka akan 
mendapatkan penghargaan atau apresiasi dari pimpinannya. 
Mereka yang tepat waktu dalam hal hadir kerja, akan 
menjadi sorotan bagi masyarakat bahwa masyarakat tidak 
salah memilih pemimpin dan rasa percaya masyarakat akan 
tumbuh dan berkembang dengan baik yang kemudian 
program kerja yang dicita-citakan pemerintah dapat dirasakan 
masyarakat dengan cepat dan tepatnya masyarakat akan 








memiliki rasa kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan oleh 
pegawai. 
2. Indeks Kinerja 
Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN adalah suatu 
instrumen yang dipergunakan dengan tujuan untuk mengukur 
secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN, yang 
hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan 
evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. 
Sehingga, tingkat profesionalitas dalam penyelenggaraan 
pelayanan bagi masyarakat dapat berjalan semaksimal 
mungkin.  
Indeks Kinerja juga dipergunakan untuk mengukur 
data/informasi mengenai penilaian kinerja yang dilakukan 
oleh ASN dalam perilaku kerjanya. Sebuah Indeks Kinerja 
yang dimiliki seorang ASN hasilnya harus menunjukkan 
sebuah peningkatan dari indeks kinerja sebelumnya, hal ini 
bertujuan dalam perkembangan sistem Birokrasi pada 
pelayanan masyarakat yang jauh lebih baik lagi, juga 




3. Pelayanan Kepada Masyarakat 
Pemerintah memerlukan aparat yang adil dan cakap serta 
bekerja sesuai dengan atuaran yang diberlakukan.
65
 Salah 
satunya tugas yang dilakukan oleh pegawai ASN yaitu 
melaksanakan pelayanan kepada masyarakat yang tujuannya 
adalah terselenggaranya pelayanan prima. Pegawai ASN 
harus sadar akan tangung jawabnya sebagai abdi masyarakat. 
Sehingga, pelayanan yang diberikan harus diupayakan 
semaksimal mungkin agar masyarakat merasakan secara 
langsung perhatian dari pemerintah pusat.  
Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pemberi layanan 
publik menjadi pihak yang sering dikritik oleh masyarakat 
karena perasaan kurang puas atas pelayanan yang diterima di 
instansi pemerintah. Sehingga ASN dituntut untuk mampu 
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mengatasi masyarakat dengan memberikan pelayanan prima 
kepada masyarakat.
66
   
Pemberian pelayanan yang prima, ini menunjukkan bahwa 
pemerintah berhasil melaksanakan sistem pemerintahannya 
melalui kinerja yang dijalankan oleh ASN dilingkungan instansi 
pemerintahan. Dengan kata lain, pemerintah telah mewujudkan 
kesejahteraan rakyat melalui pemberian layanan yang maksimal 
bagi masyarakat. 
G. Mekanisme Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi ASN yang 
Melakukan Pelanggaran 
Setiap sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh seorang 
ASN maka berlakulah Hukuman Disiplin. Tata cara atau 
mekanismenya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor : 53 
Tahun 2010 Tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara pada Pasal 
3, diantaranya yaitu : 
1. Melanggar Sumpah atau Janji kepegawaian tanpa alasana 
yang sah; 
2. Masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja; 
3. Menyalahgunakan wewenang; 
4. Ikut serta dalam urusan politik (Kampanye); 
5. Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu 
tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah 
satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian 
bagi yang dilayani;  
6. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan; dan sebagainya. 
Hukum Islam mengkhuuskan seorang pegawai pemerintah 
itu harus memenuhi amanah yang telah mereka ucapkan 
pada saat mengucapkan sumpah atau janji kepegawaian. 
Sebagaimana yang telah Allah SWT. perintahkan pada Q.S. 
An-Nisa‟ Ayat : 58, yaitu : 
ٓ َاْىِويَاِۙ  نهِت ِاِله وا اْْلَمه َ يَبُْمُرُُكْ َاْن ثَُؤده َوِاَذا َحََكُُْتْ تَْْيَ امنَّاِس َاْن  ِانَّ اّلّله
ا  ْيًعاب تَِصْْيً َ نَاَن َِمِ ا يَِعُكُكْ ِتٖو ٌۗ ِانَّ اّلّله َ ِهِعمَّ َُكُْوا ِِبمَْعْدِل ٌۗ ِانَّ اّلّله  ٦٥ََتْ
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“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu 
menyampaikan amanat kepada yang berhak 
menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila kamu 
menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu 
menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah 
memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. 
Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar Lagi 




Sebagaimana telah jelas setiap sumpah atau janji yang 
diucapkan oleh ASN akan menjadi tanggungjawab yang 
akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Mereka yang tidak 
menepati amanahnya akan mendapatkan balasan atas 
perbuatannya dan hanya Allah SWT. yang mengetahui 
hukuman yang akan didapatkan dari perbuatan yang telah 
dilanggarnya.  
Undang – Undang Nomor : 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin 
Aparatur Sipil Negara dijelaskan dalam Pasal 23 dengan 
sangat jelas mengenai tata cara penjatuhan Hukuman 
Disiplin, yaitu sebagai berikut : 
1. Pemanggilan secara tertulis oleh atasan kepada PNS 
yang diduga melakukan pelanggaran untuk dilakukan 
pemeriksaan (dilakukan 7 hari sebalum tanggal 
pemeriksaan); 
2. Apabila PNS yang diduga melakukan pelanggaran tidak 
memenuhi pemanggilan, maka dilakukan pemanggilan 
kedua (dilakukan 7 hari setelah tanggal pemanggilan 
pertama); 
3. Apabila PNS yang diduga melakukan pelanggaran tidak 
memenuhi pemanggilan pertama dan kedua, maka 
pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman 
berdasarkan alat bukti dan keterangan tanpa adanya 
pemeriksaan; 
4. Hukuman Disiplin akan berlaku setelah diterimanya 
surat keputusan oleh PNS yang melakukan pelanggaran 
dari pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman. 
                                                          





Setiap pelanggaran akan menjadi sebuah masalah yang 
cukup rumit untuk diselesaikan, karena dalam setiap 
pelanggaran akan menghasilkan sebuah penjatuhan 
hukuman yang kemudian akan dibebankan kepada 
pelanggarnya.  
Cukup sulit bagi seorang ASN karena penjatuhan 
hukuman disiplin akan membuat seorang ASN dapat 
kehilangan hak dan tanggung jawabnya sebagai pegawai 
pemerintah. Penjatuhan hukuman disiplin diperlukan 
tahapan-tahapan yang melibatkan pelanggar hingga 
pemeriksaan bukti-bukti yang memperkuat dan 
membuktikan bahwa ASN tersebut terbukti benar 
melakukan pelanggaran.  
Keberadaan hukuman disiplin disini sebagai langkah 
untuk mewujudkan Pegawai Pemerintah yang handal, 
profesional, dan bermoral. Disiplin bagi ASN mutlak 
diperlukan sebagai pedoman dalam menegakan perilaku 
disiplin yang dapat menjamin terpeliharanya tata tertib dan 
kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban serta 
mendorong ASN untuk lebih produktif berdasarkan sistem 
karier dan sistem prestasi kerja atau kinerja.
68
  
Peraturan yang menyangkut Disiplin PNS adalah 
peraturan yang mengatur kewajiban, larangan, dan sanksi 
apabila kewajiban-kewajiban tidak ditaati atau dilanggar 




Penjatuhan hukuman disiplin wajib dilaksanakan ketika 
ditemukan bukti yang cukup dari Pegawai Negeri Sipil atau 
ASN yang melakukan pelanggaran. dan penjatuhan 
hukumannya dilakukan oleh atasan langsung sesuai dengan 
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tingkat pelanggaran disiplin yang dilakukan.
70
 Sanksi 
hukuman disiplin meliputi : hukuman disiplin Ringan, 
Sedang dan Berat.
71
 Nantinya diharapkan keberadaan 
peraturan disiplin menjadi pedoman ASN berperilaku di 








                                                          
70 Dimas Adimanggala Danurwenda, Dkk., "Penegakan Hukuman Disiplin Bagi 
Aparatur Sipil Negara Di Pemerintahan Kota Semarang", Diponegoro Law 
Journal, Vol. 6, No. 2 (2017), 4. 
71 Yulita Sari, "Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2010 
Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Kecamatan Samarinda Utara", E.Journal 





kreatifitas dan infovatif dapat berkembang dan memperkaya 
program kerja yang ada di kelurahan. 
2. Pemerintah melalui instansi kelurahan harus menyebar luaskan 
perilaku disiplin ASN bagi wilayah lama dan wilayah baru 
yang menjadi wilayah pasca pemekaran melalui sosialisasi 
terhadap : Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2014 Tentang 
Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor : 53 
Tahun 2010 Tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara; dan PP 
Nomor : 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan 
Kode Etik Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan perundang-
undangan yang berlaku menjadi pajangan yang diletakan 
disetiap sudut yang ada di kelurahan agar saat terbaca hal 
tersebut dapat meningkatkan kesadaran iman bagi ASN untuk 
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